SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

a. bahwa sehubungan dengan hasil Rapat Tim Evaluasi Dana
Otonomi Khusus dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana
Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung
sehingga sesuai peruntukannya dan mencapai daya guna
serta hasil guna yang sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan Orang Asli Papua maka Peraturan
Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan

Kampung perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung;

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/

PUU-1/2003;



2,

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

11

12,

13.

14,

15.

16.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020
tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8606);

Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS
PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.




PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung

(Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagai
berikut:

1.
s

Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu
ayat (la), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelaksanaan PROSPPEK berupa bantuan keuangan kepada
Kelurahan dan Kampung Tahun Anggaran 2020 dialokasikan pada
bidang ekonomi melalui program ketahanan pangan lokal dalam
rangka peningkatan perekonomian masyarakat dalam kondisi
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(1a) Pelaksanaan PROSPPEK berupa bantuan keuangan kepada Distrik
dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan kelurahan dan
kampung.

(2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan diantara BAB II dan BAB II] disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu
BAB IIA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru, yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PENYALURAN DANA PROSPPEK

Pasal 10A

(1) Dana Otonomi Khusus PROSPPEK disalurkan secara bertahap
dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
tahapan penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi.

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus PROSPPEK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer Kas Umum
Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten/Kota dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 Jjam
(satu kali dua puluh empat jam) dicairkan ke Rekening Kas
Distrik, Kelurahan dan Kampung.

(3) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan
sanksi administratif sebagaimana dimalksud dalam Pasal 16
ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Oktober 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 26.
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